BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1326, 2016 KEMENKO-MARITIMAN. Tata Naskah Dinas.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tata naskah dinas memegang peranan penting
guna menciptakan komunikasi kedinasan yang efektif
dan efisien untuk mendukung pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta
pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Republik Indonesia tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 11);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
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11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 432);

12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 394);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN
UMUM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

Pasal 1
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan pedoman
pengelolaan informasi tertulis di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas,

serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Pasal 2
Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman Republik Indonesia tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3
Seluruh Unit Kerja wajib melaksanakan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Republik Indonesia.

Pasal 4
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN UMUM TATA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan telah dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman Republik Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban bagi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk menyelenggarakan
pemerintahan menuju good governance. Salah satu komponen penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah administrasi
umum. Adapun ruang lingkup dari administrasi umum diantaranya
adalah tata naskah dinas yaitu pengelolaan informasi tertulis tentang
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan,
distribusi, penyimpanan, pengarsipan, dan pelayanan arsip naskah dinas
serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Dalam rangka menjalankan administrasi pemerintahan di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, untuk
ketertiban penyelenggaraan administrasi umum, perlu disusun suatu
pedoman umum tata naskah dinas di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai dengan pedoman dan ketentuan
perundangan yang berlaku.

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman ini disusun dengan memperhatikan

aspek teknis tentang naskah dinas yang meliputi penciptaan, pengelolaan



